KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

Menimbang

a.

bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan adanya
pergantian pejabat di Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Anambas dan untuk
mewujudkan pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas,
perlu melakukan perubahan susunan keanggotaan
Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;

bahwa  berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan
Anambas Nomor 58 /PK.01-BA/2105/2026 tanggal 4
Agustus 2026 tentang Perubahan Susunan
Keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;




Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Perubahan
Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 14 Tahun
2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kepulauan Anambas;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang




Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021
tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi




Menetapkan

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023
tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kepulauan Anambas Nomor 14 Tahun 2025 Tentang
Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Komisi Pemillhan Umum Kabupaten Kepulauan
Anambas Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan
Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kepulauan Anambas Nomor 14 Tahun 2025 Tentang
Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas;

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 14
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH




BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
ANAMBAS.

KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Keanggotaan Tim
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kepulauan Anambas sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal, 4 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd.

PADILLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Sekretaris

77

Barta Oktarius Barus




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI

LINGKUNGAN KOMISI

UMUM KABUPATEN
ANAMBAS

PEMILIHAN
KEPULAUAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMBAS

KEDUDUKAN
NO NAMA JABATAN DALAM TIM
1. PENGARAH
1. | Padillah, S.Kom Ketua KPU Kabupaten
Kepulauan Anambas
2. | Frengky Ringgas Maradona Anggota KPU Kabupaten
Silalahi, S.H Kepulauan Anambas
3. | Gita Jonelva, S.H.I. Anggota KPU Kabupaten Pengarah
Kepulauan Anambas
4. | Liber Simaremare, S.P Anggota KPU Kabupaten
Kepulauan Anambas
5. | M. Anuar Nasution, S.IP Anggota KPU Kabupaten
Kepulauan Anambas
2 TIM KERJA
1. | Barta Oktarius Barus, Sekretaris KPU Kabupaten Ketua
S.H, M.I.Pol Kepulauan Anambas




TIM MANAJEMEN PERUBAHAN

Al Hafif Reza Fahlefi, Plt. Kepala Subbagian Teknis Koordinator
S.Kom Penyelenggaraan Pemilu, merangkap
Partisipasi dan Hubungan Anggota
Masyarakat
Muhammad Sarimin, S.T Penata Kelola Sistem dan
Teknologi Informasi
Andre Christian Manurung, | Penyusun Materi Hukum Anggota
S.H dan Perundang-Undangan
Fahmi Darusman, S.H Penyusun Materi Hukum
dan Perundang-Undangan
TIM PENATAAN TATA LAKSANA
Fazry Purnama, S.E Kepala Subbagian Koordinator
Perencanaan, Data dan merangkap
Informasi Anggota
Muhammad Haekal Addinna, | Penata Kelola Sistem dan
S.T Teknologi Informasi
Rendi Junardi Penata Kelola Sistem dan
Teknologi Informasi
TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
Rizki, S.H Kepala Subbagian Hukum Koordinator
dan Sumber Daya Manusia merangkap
Anggota
Cut Nadira Dwiyanti, S.S Penata Kelola Pemilu Ahli
Pertama Anggota
Ricky Subagia Operator Layanan
Operasional
TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
Oktari Sugestiana, S.I.Kom Kepala Subbagian Koordinator
Keuangan, Umum dan merangkap
Logistik Anggota
Al Hafif Reza Fahlefi, Penelaahan Teknis
S.Kom Kebijakan
Muhammad Igbal Sani, Pengelola Layanan
A.Md Operasional
Selamet Ridho, S.Kom Penata Kelola Sistem dan
Teknologi Informasi Anggota
Nur Faizin Satrio Wicaksono, | Penata Kelola Sistem dan
S.Kom Teknologi Informasi
Nadila Arsandra S.H Penata Kelola Pemilu Ahli
Pertama
Afrilia Andriyani, S.Pd Penata Kelola Pemilu Ahli
Pertama
TIM PENGUATAN PENGAWASAN
Al Hafif Reza Fahlefi, Plt. Kepala Subbagian Teknis Koordinator
S.Kom Penyelenggaraan Pemilu, merangkap
Partisipasi dan Hubungan Anggota
Masyarakat
Muhammad Sarimin, S.T Penata Kelola Sistem dan
Teknologi Informasi




3. | Andre Christian Manurung, Penyusun Materi Hukum Anggota
S.H dan Perundang-Undangan
4. | Fahmi Darusman, S.H Penyusun Materi Hukum
dan Perundang-Undangan
f. | TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
1. | Rizki, S.H Kepala Subbagian Hukum Koordinator
dan Sumber Daya Manusia merangkap
Anggota
2. | Cut Nadira Dwiyanti, S.S Penata Kelola Pemilu Ahli
Pertama
Anggota

3. Ricky Subagia

Operator Layanan
Operasional

Salinan sesuai dengan aslinya

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd.

PADILLAH

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
Sekretaris

RS

Barta Oktarius Barus




